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ABSTRAK

Umi Maghfirah, 2025, Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak
Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Tesis, Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Syafieh. M.Fil.l, (2) Dr.Indis Ferizal
S.H.I. M.H.L.

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri,
tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lanjutan, terutama terkait pemenuhan
hak anak. Salah satu persoalan yang sering terjadi pasca perceraian adalah
pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak, baik dalam bentuk nafkah materiil
maupun non-materiil. Kondisi ini berdampak langsung pada Kkesejahteraan,
perkembangan psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosialanak, serta berpotensi
menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Fenomena pengabaian tanggung jawab
ayah pasca perceraian juga terjadi di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan
Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Perceraian yang terjadi di wilayah tersebut kerap
diikuti oleh lemahnya pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1)
bagaimana bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian
di Kampung Alur Selebu, dan (2) bagaimana dampak pengabaian tersebut terhadap
kehidupan anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah pasca
perceraian serta mengkaji dampaknya terhadap kehidupan anak dari aspek ekonomi,
psikologis, pendidikan, dan sosial, dengan tinjauan hukum keluarga Islam. Metode
yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi
terhadap anak korban perceraian, ibu sebagai pengasuh utama, aparatur kampung,
serta tokoh masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-empiris
dengan analisis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian di Kampung Alur Selebu meliputi
pengabaian nafkah materiil, nafkah non-materiil, dan pengabaian psikologis.
Dampaknya meliputi keterbatasan ekonomi, gangguan emosional, penurunan
motivasi dan prestasi belajar, serta kesulitan dalam interaksi sosial anak. Dalam
perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian tersebut bertentangan dengan prinsip
keadilan dan amanah, karena kewajiban ayah terhadap anak tetap melekat meskipun
perkawinan telah berakhir.

Kata Kunci: perceraian, pengabaian tanggung jawab ayah, hak anak, hukum

keluarga Islam.
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ABSTRACT

Umi Maghfirah, 2025. The Impact of Neglect of Paternal Responsibility toward
Children after Divorce from the Perspective of Islamic Family Law in Alur
Selebu Village, Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency. Thesis,
Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Institute
of IslamicStudies(IAIN)Langsa.Supervisors: (1) Dr. Syafieh, M.Fil.l; (2) Dr.
Indis Ferizal, S.HI., M.HI.

Divorce does not merely terminate the legal relationship between husband
and wife, but also gives rise to various subsequent issues, particularly concerning the
fulfillment of children’s rights. One of the most common problems following divorce
is the neglect of a father’s responsibilities toward his children, both in material and
non-material forms. This condition has a direct impact on children’s welfare,
psychological development, education, and social life, and may potentially lead to
broader social problems.This phenomenon of neglecting paternal responsibility after
divorce is also found in Kampung Alur Selebu, Kejuruan Muda District, Aceh
Tamiang Regency. In this area, divorce is often followed by weak fulfillment of
fathers’ obligations toward their children. Based on this background, the research
addresses two main questions: (1) what forms of neglect of a father’s responsibility
toward children occur after divorce in Kampung Alur Selebu, and (2) what are the
impacts of such neglect on children’s lives from the perspective of Islamic family
law.The purpose of this study is to analyze the forms of neglect of paternal
responsibility after divorce and to examine their impact on children’s lives from
economic, psychological, educational, and social aspects, as well as from the
perspective of Islamic family law. This research is a field study employing a
qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation,
and documentation involving children affected by divorce, mothers as primary
caregivers, village officials, and community leaders. The study adopts a normative-
empirical approach with descriptive-analytical data analysis techniques.The findings
indicate that the neglect of a father’s responsibility after divorce in Kampung Alur
Selebu manifests in the form of neglect of material support, non-material support,
and psychological care. Such neglect significantly affects children’s lives, resulting
in economic hardship, emotional distress, decreased motivation and academic
performance, and difficulties in social interaction. From the perspective of Islamic
family law, neglecting a father’s responsibility toward his children after divorce
contradicts the principles of justice and parental trust (amanah), as a father’s
obligation toward his children does not cease despite the dissolution of marriage.

Keywords: divorce, neglect of paternal responsibility, children’s rights, Islamic

family law.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonanbahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkandenganhuruf,
dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

secarabersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Tsa TS Te,es (dengantitik di atas)
z Jim J Je
z Ha H ha (dengantitik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Dzal Dz zet (dengantitik di atas)
J Ra R Er
J Zal Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
ua Shad Sh Es dan Ha
o= Dhad Dh De dan Ha
b Tha Th Te dan Ha
L Zha Zh Zet dan Ha
g ‘Ain ‘A Koma diatas dan A
a Ghain Gh Ge dan Ha
- Fa F Ef
a3 Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em




0 Nun N En
S Waw \W We
° Ha H Ha
s Hamzah A Apostrof
¢ Ya Y Ya
2. Vokal.

\Vokal bahasa Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

\Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah ! |
Dhammah U U

b. Vokal Rangkap

\Vokal rangkapbahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf

$-0- Fathah dan Ya Al adani

- Fathah dan Waw Au adanu




¢. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
[ Fathah dan Alif A a dan baris diatas
-G Kasrah dan Ya I i dan baris dibawah
S Dhammah dan Waw U u dan baris dhammah

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutahada dua:

ta marbutah hidup u dan garis di atas Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah dan dammabh, tranliterasinya adalah /t/. ta marbatahmati Ta marbtitah
yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata
yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang
al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbatahitu di transliterasikan
dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,
tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitand
asyaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ¥
,namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.
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2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:

1. Ar-rajulu:  .daJl

2. As-sayyidatu: .3l

3. Al-galamu: Al
g. Hamzah
Dinyatakan di  depanbahwahamzahditransliterasikandenganapostrof. ~ Namun,
ituhanyaberlakubagihamzah yang terletakditengah dan di akhir Kkata. Bila
hjamzahituterletak di awal kata, iatidakdilambangkan, karenadalam tulisan Arab
berupa alif.
Contoh :

1. Ta’khuzuna: .03ab

2. An-nau’: g

3. Syai’un: .
h. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya:
Contoh :

1. Wainnallahalahua khairurrazigin o830 sed sed ) ol

2. Faaufu al-kailawa al-mizana o sl s JSI) ) sé 4l

3. Ibrahim al-Khalil :Jaall aa)l 5

4. Bismillahimajrehawamursaha :lalu e s W) e 4l aus

5. Walillahi 'alan-nasihijju al-baiti <l s (ulill e di
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I. Huruf Kapital
Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku
dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri,
bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

1. Wama Muhamadunillarasiil :Jsw) ¥) Sasa b

2. Walaqadra’ahubil-ufugil-mubin :cusell GGl 2l
Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.
Contoh:

1. Nasrunminallahi wafathungarib :cu 8 &8 5 d) (e eas

2. WaLillahi al-amrujami’an :Gaes ¥ 40
J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian
pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan
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kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang kuat
(mitsaganghalizan) antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan
membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Ikatan tersebut tidak hanya
melahirkan hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum
terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dalam perspektif hukum
Islam dan hukum nasional dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga, dipelihara,
dan dipenuhihak-haknya oleh kedua orang tua, khususnya oleh ayah sebagai
penanggung jawab utama nafkah dan kesejahteraan anak™.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang secara normative dibenarkan
dalam Islam dan diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, perceraian
seringkali menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan pemenuhan hak
anak. Salah satu persoalan yang paling menonjol pasca perceraian adalah pengabaian
tanggung jawab ayah terhadap anak, baik dalam bentuk nafkah, pengasuhan,
pendidikan, maupun perhatian emosional. Padahal, secara yuridis, perceraian tidak
menghapus kewajiban ayah terhadap anak.?

Al-Qur’an secara tegas menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas nafkah dan pemeliharaan anak. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Bagarah

ayat 233 yang berbunyi :
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! Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Academia,
2018). 45

2 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
78.
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Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan
waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban member makan dan pakaian kepada
anak berada pada ayah secara patut serta tanggung jawab ayah terhadap anak bersifat
normatif dan mengikat secara syar‘i, tanpa dikaitkan dengan status perkawinan orang

tua.>Sejalan dengan itu, Rasulullah Saw bersabda :
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Artinya :

3 Al-Qur’an al-Karim, QS. al-Bagarah (2): 233.



“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin
atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang laki-
laki (ayah) adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggung
jawaban atas mereka, dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya
dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.”(HR. al-
Bukhari)

Hadits ini menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak,
sebagaimana hadist yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, termasuk seorang ayah terhadap
keluarganya®

Dalam konteks hukum nasional, kewajiban ayah terhadap anak pasca
perceraian juga diatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan mereka putus karena perceraian.
Kewajiban tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
khususnya Pasal 80 dan Pasal 105, yang menempatkan ayah sebagai pihak yang
bertanggung jawaban atas nafkah anak.’

Meskipun norma hukum Islam dan hukum positif telah mengatur secara jelas
tanggung jawab ayah terhadap anak, realitas sosial di masyarakat seringkali
menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara norma dan praktik. Di Kampung Alur
Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, ditemukan fenomena
ayah yang pasca perceraian tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya secara
optimal. Bentuk pengabaian tersebut meliputi tidak terpenuhinya nafkah anak secara
rutin, minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, serta lemahnya perhatian
terhadap pendidikan dan perkembangan psikologis anak.

Pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tidak hanya berdampak
pada aspek ekonomi anak, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis
yang signifikan. Anak yang tidak terpenuhi hak-haknya berpotensi mengalami

ketidakstabilan emosional, penurunan prestasi pendidikan, hingga kerentanan sosial

* Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari. ( Beirut: DarTiiq al-Najah 1422 H).
SInstruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



di lingkungan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas
sumber daya manusia dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang®

Dalam konteks Aceh sebagaidaerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam
dalam kehidupan sosial, persoalan pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian
menjadi semakin relevan untuk dikaji. Secara ideal, penerapan hukum keluarga Islam
seharusnya mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun,
praktik di tingkat masyarakat gampong menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai
tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Dampak Pengabaian
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga
Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang”
menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk
mengungkap realitas yang terjadi di Kampung Alur Selebu, tetapi juga untuk
menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan
hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta
memberikan rekomendasi praktis bagi upaya perlindungan hak anak pasca

perceraian.
B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengabaian tanggung jawab ayah
terhadap anak pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan
nafkah, perhatian, dan kebutuhan dasar anak, baik secara materiil maupun non
materiil. Penelitian ini tidak membahas tanggung jawab ibu secara mendalam,
kecuali sejauh yang berkaitan langsung dengan kondisi anak akibat pengabaian
tanggung jawab ayah. Kajian hukum dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif
hukum keluarga Islam, meliputi pandangan fikih dan prinsip-prinsip syariat Islam
tentang kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, serta kesesuaiannya dengan
praktik yang terjadi di masyarakat. Adapun lokasi penelitian dibatasi pada Kampung
Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga hasil

penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke wilayah lain, sementara

® Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2016.). 123



dampak yang dikaji dibatasi pada aspeksosial, ekonomi, dan psikologis anak yang

relevan dengan tujuan penelitian.

C. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca
perceraian serta dampaknya terhadap kehidupan anak di Kampung Alur
Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pengabaian tanggung
jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta kesesuaiannya dengan

praktik yang terjadi di Kampung Alur Selebu?
D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pengabaian tanggung
jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta dampaknya terhadap
kehidupan anak di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda,
Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Untuk menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap pengabaian
tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta menilai
kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di Kampung Alur Selebu,

Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya yang
berkaitan dengan tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memperkaya kajian normatif-empiris mengenai konsep



nafkah, hadhanah, dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga
Islam, serta relevansinya dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat,
khususnya para orang tua yang telah bercerali, tentang kewajiban dan tanggung jawab
ayah terhadap anak pasca perceraian, sehingga dapat mendorong tumbuhnya
kesadaran hukum dan moral dalam memenuhi hak-hak anak.
b. Bagi Aparatur Gampong dan Tokoh Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
rujukan bagi aparatur kampung serta tokoh masyarakat dalam menangani persoalan
keluarga pasca perceraian, terutama dalam upaya mencegah terjadinya pengabaian
tanggung jawab ayah terhadap anak.
c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian awal bagi
peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab orang
tua, perlindungan anak, dan implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks
masyarakat lokal.
d. Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dalam
upaya penguatan implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam agar lebih
responsive terhadap realitas sosial, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak

anak pasca perceraian.
F. Defini Istilah

a. Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian
Tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian adalah kewajiban yang
tetap melekat pada diri ayah untuk memenuhi hak-hak anak meskipun hubungan
perkawinan dengan ibu anak telah berakhir. Kewajiban tersebut meliputi
pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak

hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam hukum



keluarga Islam, perceraian tidak memutus hubungan nasab antara ayah dan anak,
sehingga kewajiban ayah terhadap anak tetap berlangsung secara berkelanjutan.’

Secara normatif, tanggung jawab ayah terhadap anak berakar pada ketentuan
Al-Qur’an yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas
nafkah dan kebutuhan anak. QS. al-Bagarah ayat 233 secara tegas menyebutkan
bahwa kewajiban member makan dan pakaian kepada anak berada pada pihak ayah
dengan cara yang patut. Ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban ayah terhadap anak
tidak gugur karena perceraian.®

Selain itu, tanggung jawab ayah terhadap anak juga ditegaskan dalam hadis
Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, termasuk seorang ayah terhadap
keluarganya. Hadits ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak
merupakan amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggung jawabkan, baik secara
moral maupun keagamaan.’

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tanggung jawab ayah terhadap
anak pasca perceraian dipahami sebagai kewajiban hukum yang tetap berlaku.
Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan putus karena
perceraian. °Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung
jawab ayah.™

b. Nafkah Anak

Nafkah anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk pemenuhan

kebutuhan hidup anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah,

yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.

"Ahmad Rofig. Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 187—
190.

8 Al-Qur’an al-Karim, QS. al-Bagarah (2): 233.

® Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sakik al-Bukhart, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 7138.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ynstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar luasan
Kompilasi Hukum Islam.



Kewajiban nafkah tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan
kesejahteraan anak secara layak, baik secara fisik maupun psikologis.*

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah anak pada
prinsipnya tetap berada pada ayah meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan
istri. Hal ini sejalan dengan ketentuan fikih yang menempatkan ayah sebagai
penanggung jawab utama biaya pemeliharaan anak, serta ditegaskan dalam ajaran Al-
Qur’an mengenai kewajiban orang tua terhadap anak.*®

Prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam hukum keluarga Islam di
Indonesia melalui ketentuan hukum positif yang menegaskan bahwa putusnya
perkawinan tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada
anak. Dengan demikian, nafkah anak dalam penelitian ini dipahami tidak hanya
sebagai kewajiban moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang
memiliki konsekuensi yuridis.**

c. Hadhanah( HakAsuh Anak)

Hadhanah atau hak asuh anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai
kewenangan dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta
melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Hadhanah mencakup
pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak guna menjamin tumbuh
kembangnya secara optimal dalam lingkungan yang aman dan layak. **Hadhanah
pada prinsipnya diberikan kepada ibu selama anak masih belum mumayyiz, dengan
pertimbangan bahwa ibu dipandang lebih mampu memberikan kasih sayang dan
perawatan secara intensif. Namun demikian, kewenangan pengasuhan tersebut tidak
bersifat mutlak, karena kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)
tetap menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh.

Ketentuan mengenai hadhanah ini kemudian diakomodasi dalam hukum
keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa
hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sedangkan ayah

tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan

12 Rofig, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015),.269-272.

13 Al-Qur’an al-Karim, QS. al-Bagarah (2): 233.

YInstruksiPresiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 105 huruf (c).

15 Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2017), 327-330.



demikian, dalam penelitian ini, hadhanah dipahami sebagai konsep hukum yang
tidak hanya bersumber dari fikih Islam, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis dalam
hukum positif Indonesia.*®

d. Hak Anak

Hak anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai seperangkat hak dasar yang
melekat pada diri anak sejak ia dilahirkan, yang meliputi hak atas pengasuhan,
perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang
layak. Hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin keberadaannya demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.!’
Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban utama orang tua, baik selama
berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban
tersebut tidak dapat dihapuskan oleh putusnya ikatan perkawinan, karena hak anak
harus ditempatkan sebagai kepentingan yang diutamakan di atas kepentingan orang
tua.

Selanjutnya, hukum nasional Indonesia menegaskan bahwa pengabaian
terhadap hak anak merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan
prinsip keadilan serta perlindungan anak. Negara mewajibkan orang tua dan keluarga
untuk menjamin terpenuhinya hak anak, serta memberikan dasar hukum yang jelas
bagi perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang
merugikan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, hak anak dipahami sebagai
konsep hukum yang memiliki landasan normative kuat baik dalam hukum Islam
maupun hukum positif Indonesia.*®

e. Pengabaian

Secara umum, pengabaian adalah sikap atau tindakan tidak memenuhi
kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki hak. Dalam
konteks hukum keluarga, pengabaian merujuk pada kelalaian atau ketidakpedulian
seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik secara sengaja maupun

karena kelalaian.

®|nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, Pasal 105 huruf (a) dan (c).

7 Abdul Manan,. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana,
2018),.147-150.

'8 Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1)



Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian dapat dimaknai sebagali
tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti
kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada
anak. Pengabaian ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan
oleh Allah Swt. kepada orang tua.

Abdul Manan menjelaskan bahwa pengabaian terhadap kewajiban keluarga,
khususnya terhadap anak, merupakan bentuk penelantaran yang dapat berdampak
pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak®

f. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang
terhadap pihak lain, yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan konsekuensi,
baik secara moral, sosial, maupun hukum. Dalam Islam, tanggung jawab dikenal
dengan istilah mas’uliyyah, yaitu kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban
oleh Allah Swt. Setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya,
termasuk orang tua terhadap anak. Rasulullah Saw. bersabda:

“Setiap  kalian adalah  pemimpin dan setiap  kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab penuh
terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun
pemenuhan kebutuhan hidup.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam
mencakup kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, serta
pembinaan moral kepada anak hingga ia mampu mandiri®

0. Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam Perceraian dalam hukum keluarga

Islam

Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam Perceraian dalam hukum keluarga
Islam dimaknai sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui

mekanisme yang dibenarkan oleh syariat, baik melalui talak yang dijatuhkan oleh

19 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2016), 147-150.

20 \Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII, ( Damaskus: Dar al-Fikr,
1989). 758-760.
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suami maupun melalui gugatan cerai seperti khulu ‘atau fasakh yang diajukan oleh
istri berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut fikih Islam.?

Dalam perspektif fikih Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai
peristiwa hukum formal, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi moral
dan sosial. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur perceraian secara ketat dengan
menekankan prinsip ke hati-hatian, keadilan, dan anjuran untuk mendahulukan
perdamaian sebelum perceraian dilakukan.?

Meskipun perceraian mengakhiri hubungan suami istri, hukum keluarga
Islam menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab
orang tua terhadap anak. Anak tetap memiliki hak atas pemeliharaan dan
pengasuhan, sementara ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak sesuai
dengan kemampuannya.?®

Dengan demikian, dalam hukum keluarga Islam, perceraian dipahami sebagai
perubahan status hubungan suami istri yang tetap menyisakan kewajiban orang tua
terhadap anak. Penegasan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memandang
perlindungan hak anak sebagai amanah yang tidak gugur akibat terjadinya

perceraian.*

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Nur Aini dalam tesis berjudul “Pemenuhan
Nafkah Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh” (UIN Ar-Raniry,
2020).%Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah anak
pasca perceraian serta kendala yuridis dalam proses eksekusinya di lingkungan
Mahkamah Syariah. Perbedaan mendasar dengan tesis ini terletak pada objek, locus,

dan sudut pandang penelitian. Penelitian Nur Aini menitik beratkan pada aspek

L Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2017),.197-201.

22 \Nahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami waAdillatuhu, Jilid VIl (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989),. 470-474.

2 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2015),.257-260.

# Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2016),.183—
186.

% Nur Aini, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Banda
Aceh” (UIN Ar-Raniry, 2020)
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normatif dan praktik peradilan formal setelah adanya putusan pengadilan, sedangkan
tesis ini mengkaji dampak sosial dan keagamaan dari pengabaian tanggung jawab
ayah terhadap anak pada tingkat komunitas, khususnya di Kampung Alur Selebu.
Selain itu, tesis ini tidak berfokus pada putusan hakim, melainkan pada realitas
empiric pengabaian nafkah dan perlindungan anak, serta bagaimana kondisi tersebut
ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Rizki dengan judul “Hak
Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam”
(IAIN Lhokseumawe, 2021).° Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
dengan menelaah ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh
dan nafkah anak. Perbedaan dengan tesis ini terletak pada kedalaman konteks
empiris dan focus masalah. Penelitian Muhammad Rizki lebih menekankan pada
konsep hukum dan pengaturan normative tanpa mengaitkannya dengan kondisi
factual anak-anak yang mengalami pengabaian pasca perceraian. Sementara itu, tesis
ini secara khusus menyoroti dampak nyata pengabaian tanggung jawab ayah
terhadap kehidupan anak, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan,
maupun perlindungan, dengan menjadikan hukum keluarga Islam sebagai pisau

analisis terhadap realitas sosial di Kampung Alur Selebu.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Siti Rahmawati dalamtesis “Efektivitas
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Langsa”
(IAIN Cot Kala Langsa, 2022).?" Fokus penelitian ini adalah efektivitas mediasi
yudisial yang dilakukan oleh mediator hakim dalam proses perceraian. Perbedaan
dengan tesis ini sangat jelas, baik dari segi focus kajian maupun tujuan penelitian.
Penelitian Siti Rahmawati berorientasi pada upaya pencegahan perceraian melalui
mediasi di pengadilan, sedangkan tesis ini justru mengkaji kondisi pasca perceraian,

khususnya ketika ayah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Dengan

% Muhammad Rizki “Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum
Keluarga Islam” (IAIN Lhokseumawe, 2021)

7 Siti Rahmawati “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Mahkamah Syariah Langsa” (IAIN Cot Kala Langsa, 2022)
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demikian, tesis ini tidak menilai keberhasilan mediasi, melainkan menelaah
konsekuensi hukum dan social dari pengabaian tanggung jawab ayah dalam
perspektif hukum keluarga Islam pada tingkat masyarakat gampong.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam disertasi
berjudul “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam
dan Praktik Peradilan Agama” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).® Disertasi
ini menekankan pada analisis putusan hakim dan pertimbangan yuridis dalam
menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian. Perbedaan dengan tesis ini
terletak pada pendekatan dan level analisis. Ahmad Fauzi mengkaji perlindungan hak
anak dari sudut pandang institusi peradilan, sedangkan tesis ini menempatkan anak
sebagai subjek yang terdampak langsung akibat pengabaian tanggung jawab ayah
dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tesis ini mengkaji masalah tersebut dalam
konteks lokal Kampung Alur Selebu, sehingga memberikan gambaran empiris
tentang sejauh mana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dijalankan atau diabaikan
dalam realitas masyarakat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Dewi Lestari dalam tesis “Peran Pemerintah
Desa dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam” (UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2021).% Penelitian ini mengkaji peran aparat desa dalam
menyelesaikan konflik keluarga secara umum. Perbedaan dengan tesis ini terletak
pada spesifikasi isu dan focus dampak. Penelitian Dewi Lestari tidak secara khusus
membahas perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak, serta
tidak menelaah dampak yang dialami anak akibat kelalaian tersebut. Sementaraitu,
tesis ini secara khusus memfokuskan kajian pada dampak pengabaian tanggung
jawab ayah pasca perceraian terhadap anak, baik dari aspek hukum keluarga Islam
maupun realitas sosial di Kampung Alur Selebu, Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tesis ini memiliki
kebaruan yang jelas, yaitu mengkaji dampak pengabaian tanggung jawab ayah
terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan

pendekatan empiris dan penelitian yang spesifik di tingkat kampung.

8 Ahmad Fauzi berjudul “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif
Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

2 oleh Dewi Lestari “Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Keluarga
Perspektif Hukum Islam” (UIN Maulana Malik I1brahim Malang, 2021)
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H. Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab (Mas 'uliyyah)
a. Pengertian Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab (mas 'uliyyah) dalam hukum keluarga Islam berpegang
pada prinsip bahwa setiap individu akan dimintai pertanggung jawaban atas amanah
yang dipikulnya sesuai dengan peran dan kedudukannya. Dalam struktur keluarga
Islam, ayah ditempatkan sebagai penanggung jawab utama terhadap kesejahteraan
anak, baik secara material maupun non material. Tanggung jawab tersebut mencakup
pemeliharaan, nafkah, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan moral dan
keagamaan anak.*

Tanggung jawab ayah tidak bersifat sementara atau kondisional, melainkan
melekat secara hukum dan moral sejak anak lahir hingga ia mampu berdiri sendiri.
Oleh karena itu, tanggung jawab ini tidak bergantung pada keberlangsungan
perkawinan, melainkan bersumber dari hubungan nasab antara ayah dan anak.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab Ayah

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab ayah terhadap anak memiliki
dasar normatif yang kuat, baik dari Al-Qur’an, hadis, maupun pandangan ulama
fikih. Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib
dijaga dan dipelihara oleh orang tua. Kewajiban nafkah, perlindungan, dan
pendidikan anak secara umum dibebankan kepada ayah sesuai dengan kemampuan
ekonominya.*

Secara yuridis, prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan putus
karena perceraian. Dengan demikian, teori tanggung jawab ayah memiliki legitimasi
baik secara syar‘i maupun hukum positif.

c. Ruang Lingkup dan Unsur-unsur Tanggung Jawab Ayah
(a) Ruang lingkup tanggung jawab ayah dalam hukum keluarga Islam meliputi

beberapa unsur utama, yaitu: tanggung jawab nafkah anak,

% Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami waAdillatuh, Jilid VIl (Damaskus: Dar al-Fikr,
2004),.766-768.

1 Abd al-Karim Zaydan, Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ahwa al-Bayt al-Muslim, Jilid X
(Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993),. 28-31.
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(b) Tanggung jawab perlindungan fisik dan psikis anak
(c) Tanggung jawab pendidikan anak,

(d) Tanggung jawab moral dan keagamaan, serta

(e) Keberlanjutan tanggung jawab pasca perceraian.

Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan tanggung
jawab yang tidak dapat dipisahkan. Kelalaian terhadap salah satu unsur berarti
mengurangi atau merusak hak anak secara keseluruhan, sehingga bertentangan
dengan prinsip keadilan dalam keluarga Islam.*?

d. Subjek dan Objek dalam Teori Tanggung Jawab Ayah

Subjek utama dalam teori ini adalah ayah sebagai pihak yang memikul
kewajiban hukum dan moral terhadap anak. Sementara itu, objek tanggung jawab
adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki hak atas
pemeliharaan, perlindungan, serta kesejahteraan hidup.

Dalam konteks pasca perceraian, posisi ayah sebagai subjek tanggung jawab
tidak berubah, meskipun relasi perkawinan dengan ibu anak telah berakhir. Dengan
demikian, teori ini menegaskan bahwa perubahan status perkawinan tidak

berimplikasi pada hilangnya tanggung jawab ayah terhadap anak.

e. Implikasi Pengabaian Tanggung Jawab Ayah

Pengabaian tanggung jawab ayah dalam hukum keluarga Islam dipandang
sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap amanah keluarga.
Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi
psikologis, sosial, dan perkembangan moral anak. Anak yang diabaikan berpotensi
mengalami ketidakpastian hidup, gangguan emosional, serta keterbatasan akses
pendidikan.®®

Dalam perspektif hukum positif, pengabaian tersebut juga dapat
dikategorikan sebagai penelantaran anak yang bertentangan dengan prinsip

perlindungan anak dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penelitian

%2 Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba ‘ah, Jilid IV (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003),. 540-543.

% Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1957),
52-54.

15



ini, teori tanggung jawab ayah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh
mana ayah pasca perceraian menjalankan kewajibannya terhadap anak. Teori ini
membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah serta
menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan hukum
positif yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berpijak pada pandangan bahwa anak merupakan
subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi sejak lahir, bukan sekadar objek
pengasuhan orang tua. Dalam hukum keluarga Islam, anak diposisikan sebagai
amanah yang memiliki martabat dan kepentingan hukum yang harus dijaga, baik
oleh orang tua, masyarakat, maupun negara. Perlindungan anak dengan demikian
tidak hanya bermakna menjaga anak dari bahaya fisik, tetapi juga menjamin
terpenuhinya hak-hak dasar yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang
secara optimal.*

Para pakar hukum keluarga Islam menegaskan bahwa perlindungan anak
mencakup jaminan atas kelangsungan hidup, kesejahteraan, serta pembinaan
kepribadian anak. Dalam konteks pasca perceraian, teori ini menempatkan anak
sebagai pihak yang paling rentan terdampak, sehingga memerlukan perlindungan
khusus agar tidak menjadi korban konflik dan pengabaian tanggung jawab orang tua.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

Salah satu prinsip fundamental dalam teori perlindungan anak adalah
kepentingan terbaik bagi anak (maslahah al-thifl). Prinsip ini menegaskan bahwa
setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus
berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan pada kepentingan
orang tua. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip ini tercermin dalam pandangan
ulama bahwa hak anak harus didahulukan ketika terjadi konflik antara kepentingan
orang tua dan anak.®

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diakui secara luas dalam hukum

positif Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks

% lbn Qayyim al-Jawziyyah, Tuhfat al-Mawdudbi Ahkam al-Mawlud (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Iimiyyah, 1996), 112-115.
% Wahbah al-Zuhayli, Nizam al-Usrah fi al-Islam (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006),. 97-100.
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penelitian ini, prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pengabaian
tanggung jawab ayah pasca perceraian telah mengabaikan kepentingan terbaik anak,
khususnya dalam pemenuhan nafkah, perlindungan psikologis, dan keberlangsungan
pendidikan.

c. Ruang Lingkup Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak memiliki ruang
lingkup yang luas dan komprehensif. Perlindungan tidak hanya bersifat preventif,
tetapi juga bersifat kuratif dan berkelanjutan. Para ulama menegaskan bahwa
perlindungan anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari
penelantaran, serta jaminan atas pendidikan dan pembinaan akhlak.*

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti
pada aspek fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi psikologis dan sosial.
Oleh karena itu, pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tidak hanya
melanggar kewajiban nafkah, tetapi juga mereduksi hak anak atas rasa aman dan

stabilitas hidup.

d. Perlindungan Anak sebagai Parameter Keadilan Keluarga
Dalam teori perlindungan anak, tingkat pemenuhan hak-hak anak menjadi
parameter penting untuk menilai keadilan dalam keluarga. Hukum keluarga Islam
menegaskan bahwa keadilan keluarga tidak hanya diukur dari terpenuhinya hak
suami dan istri, tetapi juga dari terjaminnya hak-hak anak sebagai pihak yang lemah.
Dengan demikian, keluarga yang gagal melindungi hak anak dipandang belum
mewujudkan keadilan substantif.®’
Dalam konteks pasca perceraian, teori ini memberikan kerangka analitis
untuk menilai apakah praktik yang terjadi telah melindungi anak atau justru
menempatkan anak dalam posisi yang dirugikan secara struktural.

e. Relevansi Teori Perlindungan Anak dalamAnalisisDampak Pasca Perceraian

% Abd al-Karim Zaydan, Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ahwa al-Bayt al-Muslim, Jilid X
(Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993),.34-37.

% Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1957),.56-58.
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Dalam metodologi penelitian hukum, teori perlindungan anak berfungsi
sebagai alat analisis dampak (impact analysis theory). Teori ini digunakan untuk
menilai konsekuensi nyata dari suatu peristiwa hukum terhadap subjek yang
terdampak, dalam hal ini anak pasca perceraian. Dengan menggunakan teori ini,
penelitian tidak hanya menilai kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga mampu
mengungkap dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari pengabaian tanggung
jawab ayah.*®

Oleh karena itu, teori perlindungan anak menjadi kerangka teoretis yang
relevan dan strategis untuk menganalisis dampak pengabaian tanggung jawab ayah
terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan: Menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi istilah, kajian
terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori: Membahas tentang Teori Tanggung Jawab dalam hukum

keluarga Islam, teori perlindungan anak dalam hukum Islam,

Bab 1l Metode Penelitian: Menguraikan jenis penelitian, pendekatan
penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. kompilasi hukum

Islam dalam perspektif pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Menyajikan hasil penelitian gambaran umum
lokasi, bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta
dampaknya terhadap kehidupan anak di kampung Alur Selebu, pandangan hukum
keluarga islam terhadap pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca
perceraian serta menilai kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di kampung Alur
Selebu

Bab V Penutup: Menyimpulkan hasil penelitian yaitu kesimpulan dan saran

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014), 252254 dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kampung Alur Selebu

Kampung Alur Selebu merupakan salah satu kampung yang berada dalam
wilayah administrative Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi
Aceh. Secara geografis, kampung ini terletak di kawasan pedesaan dengan
karakteristik wilayah dataran rendah yang didominasi oleh lahan pertanian dan
perkebunan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kampung Alur Selebu sebagai
wilayah yang secara historis dan ekonomis bergantung pada sector agraris, baik
dalam bentuk persawahan, perkebunan rakyat, maupun peternakan skala rumah
tangga.

Letak Kampung Alur Selebu yang tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan
memungkinkan adanya interaksi sosial dan ekonomi yang cukup intens antara
masyarakat kampung dengan wilayah sekitarnya. Akses transportasi menuju
kampung relative memadai melalui jalan penghubung antar desa dan jalan
kecamatan, meskipun pada kondisi tertentu khususnya musim hujan akses ini dapat
terganggu akibat genangan air dan kerusakan jalan. Kondisi geografis dan
infrastruktur ini secara tidak langsung memengaruhi pola kehidupan masyarakat,
termasuk stabilitas ekonomi keluarga dan akses terhadap layanan pendidikan serta
keagamaan.

Sebagai wilayah pedesaan di Aceh Tamiang, Kampung Alur Selebu memiliki
pola pemukiman yang cenderung menyebar, dengan rumah-rumah penduduk
berdekatan dengan lahan pertanian atau kebun milik keluarga. Pola ini memperkuat
ikatan social antar warga, karena interaksi sehari-hari terjadi tidak hanya dalam ruang
domestik, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi bersama di sawah, kebun, dan
lingkungan kampung. Dalam konteks penelitian ini, kondisi geografis tersebut

menjadi factor pendukung dalam memahami dinamika keluarga pasca perceraian,
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karena kedekatan social sering kali memengaruhi cara masyarakat merespons konflik

rumah tangga dan pengasuhan anak.?’

2. Profil Sosial dan Demografis Masyarakat Kampung Alur Selebu

Secara sosial-demografis, masyarakat Kampung Alur Selebu didominasi oleh
keluarga dengan struktur keluarga inti, meskipun dalam praktiknya masih banyak
dijumpai keluarga besar (extended family) yang tinggal dalam satu lingkungan atau
satu pekarangan. Pola ini menyebabkan peran keluarga besar seperti kakek, nenek,
paman, dan bibi masih cukup signifikan dalam kehidupan anak, terutama ketika
terjadi perceraian orang tua. Dalam kondisi tertentu, keluarga dari pihak ibu menjadi
penopang utama dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak pasca
perceraian.

Dari segitingkat pendidikan, mayoritas penduduk Kampung Alur Selebu
memiliki latar belakang pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah. Hanya
sebagian kecil masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Kondisi pendidikan ini berpengaruh terhadap tingkat pemahaman hukum, khususnya
terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Rendahnya
literasi hukum keluarga Islam dan hukum positif sering kali menyebabkan kewajiban
ayah terhadap anak tidak dipahami secara utuh, sehingga pengabaian tanggung jawab
nafkah dan pengasuhan dianggap sebagai persoalan keluarga semata, bukan sebagai
pelanggaran terhadap hak anak.®

Mata pencaharian masyarakat Kampung Alur Selebu sebagian besar berada
pada sector pertanian, perkebunan, dan pekerjaan informal lainnya. Kaum laki-laki
umumnya bekerja sebagai petani, buruh kebun, atau pekerja harian, sedangkan
perempuan selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga terlibat dalam aktivitas
ekonomi tambahan untuk menopang kebutuhan keluarga. Ketergantungan pada
sector ekonomi informal ini menjadikan kondisi ekonomi rumah tangga relative
rentan, terutama ketika terjadi perceraian yang berdampak pada berkurangnya

sumber nafkah keluarga.

8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru dalam Angka,
(Aceh Tamiang: BPS Aceh Tamiang, tahun terakhir terbit).

88S0erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2017), 56-
58.
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Dalam konteks sosial-keagamaan, masyarakat Kampung Alur Selebu dikenal
religius dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-
hari. Praktik keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, serta peringatan hari-
hari besar Islam dilakukan secara rutin dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Norma agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pandangan masyarakat
tentang perkawinan, perceraian, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara nilai normative
ajaran Islam dengan realitas sosial, khususnya terkait pelaksanaan tanggung jawab
ayah pasca perceraian.®

Kondisi sosial dan demografis tersebut menunjukkan bahwa Kampung Alur
Selebu merupakan masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat, namun sekaligus
menghadapi tantangan dalam aspek ekonomi dan kesadaran hukum keluarga. Oleh
karena itu, gambaran umum lokasi penelitian ini menjadi landasan penting untuk
memahami mengapa pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca
perceraian dapat terjadi dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh anak dalam
konteks kehidupan masyarakat Kampung Alur Selebu.

3. Kondisi Keagamaan dan Kehidupan Religius

Dari sisi keagamaan, masyarakat Kampung Alur Selebu dikenal sebagai
komunitas yang religius dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam
kehidupan sehari-hari. Aktivitas keagamaan rutin dilaksanakan secara kolektif, antara
lain melalui pengajian mingguan, shalat berjamaah di masjid kampung, serta
peringatan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, 1dul Adha, dan tradisi meugang.
Selain itu, kegiatan social berbasis keagamaan seperti qurban, sedekah, dan santunan
anak yatim juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Peran tokoh agama dan perangkat kampung sangat dominan dalam
pembinaan moral dan keagamaan masyarakat. Dakwah dan nasihat keagamaan tidak
hanya disampaikan dalam forum resmi, tetapi juga melalui pendekatan informal
dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan lembaga pendidikan agama seperti Taman
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dan madrasah turut berkontribusi dalam pembentukan

karakter anak-anak serta penanaman nilai-nilai keislaman sejak usia dini.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada
Media Group, 2014),12-15.
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Dalam konteks penegakan Syariat Islam di tingkat lokal, perangkat kampung
berperan aktif dalam mengawasi dan membina kehidupan keluarga masyarakat.
Meskipun demikian, fenomena perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah
terhadap anak mulai muncul sebagai persoalan sosial yang mendapatkan perhatian
serius. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai ideal keagamaan
dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, sehingga menjadi relevan untuk
dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, khususnya terkait tanggung jawab ayah pasca

perceraian dalam perspektif hukum Islam dan praktik social setempat.

B. Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca
Perceraian serta Dampaknya terhadap Kehidupan Anak di Kampung

Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Alur
Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, ditemukan bahwa
pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian merupakan
fenomena yang nyata dan berlangsung dalam berbagai bentuk. Pengabaian tersebut
tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pengabaian
tanggung jawab pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, serta pembinaan moral dan
keagamaan anak. Berbagai bentuk pengabaian ini berdampak langsung terhadap
kehidupan anak, baik secara material maupun psikologis, sosial, dan keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa pengabaian
tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu tidak
hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan mencakup aspek material, non-material,
dan psikologis. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan
normatif hukum keluarga Islam dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

1. Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Ayah
a. Pengabaian Nafkah Materiil

Salah satu bentuk pengabaian yang paling dominan adalah tidak terpenuhinya
nafkah anak secara layak dan berkelanjutan. Banyak ayah yang tidak memberikan
biaya hidup anak secara rutin, bahkan ada yang sama sekali tidak memenubhi

kewajiban tersebut setelah perceraian.
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Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung
jawab utama ayah yang tidak gugur karena perceraian. Al-Qur’an secara tegas
menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai
dengan kemampuannya. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam
yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung
jawab ayah. Dengan demikian, pengabaian nafkah materiil merupakan bentuk
pelanggaran terhadap kewajiban syar‘i dan hukum positif, sekaligus mencerminkan
ketidakadilan dalam keluarga.

b. Pengabaian Nafkah Non-Materiil

Selain aspek ekonomi, pengabaian juga terjadi dalam bentuk minimnya
perhatian, kasih sayang, dan keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Ayah yang
tidak lagi berinteraksi secara aktif dengan anak pasca perceraian menunjukkan
bentuk pengabaian emosional.

Padahal dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab ayah tidak terbatas
pada nafkah materiil, tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, dan
perhatian emosional. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang tua
bertanggung jawab atas anggota keluarganya, termasuk dalam hal pembinaan dan
pengasuhan. Pengabaian non-materiil ini berdampak serius karena menghilangkan
figur ayah sebagai sumber keteladanan dan stabilitas emosional bagi anak.

c. Pengabaian Psikologis

Bentuk pengabaian yang lebih dalam adalah pengabaian psikologis, yaitu
ketidakpedulian ayah terhadap kondisi mental dan perkembangan emosional anak.
Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi, perhatian, dan dukungan moral kepada
anak.

Dalam teori perlindungan anak, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam
memenuhi prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Anak
yang tidak mendapatkan perhatian psikologis berpotensi mengalami gangguan
emosional dan krisis identitas. Dengan demikian, pengabaian psikologis merupakan
bentuk pelanggaran yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi memiliki dampak

jangka panjang yang serius.
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2. Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah dan Dampaknya terhadap Kehidupan

Anak

Pengabaian tanggung jawab nafkah merupakan bentuk pengabaian yang
paling dominan ditemukan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara
dengan para ibu yang menjadi pengasuh utama anak pasca perceraian, sebagian besar
ayah tidak lagi memberikan nafkah secara rutin kepada anak, bahkan dalam beberapa
kasus tidak memberikan nafkah sama sekali sejak terjadinya perceraian.

Salah seorang narasumber menyampaikan secara langsung bahwa sejak
berpisah dengan suaminya, ia tidak pernah lagi menerima nafkah untuk anak-
anaknya. la menuturkan: “Sejak kami bercerai, ayahnya sama sekali tidak pernah lagi
memberi uang untuk anak. Semua kebutuhan anak, dari makan sampai sekolah, saya
yang tanggung sendiri.”®

Pengabaian nafkah ini berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi anak.
Anak-anak dari keluarga bercerai umumnya mengalami keterbatasan pemenuhan
kebutuhan dasar seperti makanan yang layak, pakaian, dan biaya kesehatan. Seorang
ibu lain menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi memaksanya bekerja sebagai
buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu, sementara anak-anaknya
terkadang harus ikut membantu pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan ringan untuk
membantu ekonomi keluarga.*

Dalam beberapa kasus, ayah masih memberikan nafkah, namun tidak secara
rutin dan jumlahnya tidak mencukupi. Seorang narasumber mengungkapkan:
“Kadang ayahnya kasih uang, tapi itu pun tidak tentu. Bisa berbulan-bulan tidak ada
sama sekali. Kalau pun ada, jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan anak.”*?

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengabaian nafkah tidak selalu berbentuk
penolakan total, tetapi juga muncul dalam bentuk ketidakbertanggung jawaban dan
ketidakkonsistenan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dampaknya, anak hidup
dalam ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak pengabaian nafkah juga sangat terasa pada aspek pendidikan anak.

Beberapa anak terpaksa menunggak pembayaran sekolah, tidak memiliki

%\\awancara dengan Jamilah, ibudari dua anak, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan
Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, 2025.

*Wawancara dengan Timah Surya, Kampung Alur Selebu, 2025.

%\Wawancara dengan Sri Damayanti, Kampung Alur Selebu, 2025.
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perlengkapan belajar yang memadai, bahkan mengalami penurunan motivasi belajar
karena tekanan ekonomi keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi
menghambat masa depan pendidikan anak.
a. Dampak Ekonomi
Pengabaian nafkah materiil berdampak langsung pada kondisi ekonomi anak.
Anak mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, kegagalan ayah dalam memenubhi
nafkah menyebabkan beban ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh ibu, yang pada
akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip
keadilan dalam hukum keluarga Islam yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan
anak secara layak.
b. Dampak Psikologis
Dari aspek psikologis, anak yang mengalami pengabaian cenderung
menunjukkan gejala seperti:
(@) rasa kehilangan figur ayah
(b) rendah diri
(c) gangguan emosional
(d) kurangnya rasa aman
Kondisi ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keluarga yang tidak
harmonis atau tidak utuh dapat mempengaruhi perkembangan mental anak secara
signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membentuk kepribadian anak
yang rentan terhadap masalah sosial dan emosional.
c. Dampak Pendidikan
Pengabaian tanggung jawab ayah juga berdampak pada pendidikan anak.
Keterbatasan ekonomi dan kurangnya perhatian menyebabkan:
(@) Menurunnya motivasi belajar
(b) Rendahnya prestasi akademik
(c) Bahkan potensi putus sekolah
Padahal dalam hukum Islam, pendidikan anak merupakan bagian dari

tanggung jawab orang tua yang tidak dapat diabaikan.
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d. Dampak Sosial

Secara sosial, anak yang mengalami pengabaian cenderung mengalami

kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mereka dapat menjadi:
(@) Kurang percaya diri
(b) Menarik diri dari lingkungan
(c) atau bahkan terjerumus dalam perilaku menyimpang

Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian tanggung jawab ayah tidak hanya
berdampak pada individu anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial
yang lebih luas.

3. Pengabaian Tanggung Jawab Pendidikan dan Dampaknya terhadap

Perkembangan Anak

Selain nafkah, pengabaian tanggung jawab ayah juga terjadi dalam aspek
pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas ayah tidak lagi terlibat
dalam pendidikan formal anak pasca perceraian, baik dalam bentuk pembiayaan
sekolah maupun perhatian terhadap perkembangan belajar anak.

Seorang ibu menyampaikan bahwa ayah anaknya tidak pernah lagi
menanyakan keadaan sekolah anak atau membantu biaya pendidikan. la mengatakan:
“Ayahnya tidak pernah Tanya anak sekolah di mana, naik kelas atau tidak. Semua
urusan sekolah anak, saya yang urus sendiri.”*

Pengabaian ini berdampak pada menurunnya perhatian dan motivasi belajar
anak. Anak-anak merasa tidak mendapatkan dukungan moral dari ayah, sehingga
kurang percaya diri dan kurang bersemangat dalam menempuh pendidikan. Dalam
beberapa kasus, anak menunjukkan sikap acuh terhadap sekolah dan cenderung pasif
dalam kegiatan belajar.

Pengabaian pendidikan juga terjadi pada aspek pendidikan agama dan
pembinaan moral. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa ayah tidak lagi
memberikan teladan dalam menjalankan ibadah atau membimbing anak dalam
kehidupan beragama. Seorang ibu mengungkapkan: “Sejak ayahnya tidak ada, anak
jarang shalat. Ayahnya dulu juga tidak pernah ngajak ke masjid, sekarang makin

tidak terarah.”®

%\Wawancara dengan Devi Aslia, Kampung Alur Selebu, 2025.
¥Wawancara dengan Rahayu, Kampung Alur Selebu, 2025.
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Seorang tokoh agama setempat menguatkan temuan ini dengan menyatakan
bahwa anak-anak dari keluarga bercerai sering kali kehilangan figur ayah sebagai
pendidik utama dalam keluarga, khususnya dalam penanaman nilai-nilai keislaman.

% Kondisi ini berdampak pada lemahnya pembentukan karakter dan moral anak.

4. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengabaian
tanggung jawab ayah pasca perceraian di Kampung Alur Selebu meliputi pengabaian
nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang. Pengabaian tersebut berdampak
langsung terhadap kehidupan anak, baik secara ekonomi, pendidikan, psikologis,
sosial, maupun keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa pengabaian tanggung
jawab ayah bukan sekadar persoalan keluarga, tetapi merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam ajaran Islam dan hukum keluarga.

Wawancara mendalam dan temuan lapangan, pengabaian tanggung jawab
ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu muncul dalam
berbagai bentuk yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kehidupan
anak. Pengabaian tersebut tidak hanya bersifat tunggal, melainkan mencakup dimensi
ekonomi, emosional, dan psikologis.

Pertama, pengabaian nafkah materiil. Bentuk pengabaian ini merupakan
temuan yang paling dominan dalam penelitian. Setelah terjadinya perceraian,
sebagian ayah tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah
kepada anak, baik untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, maupun biaya
kesehatan. Dalam beberapa kasus, pemberian nafkah dilakukan secara tidak rutin dan
tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kondisi ini menyebabkan ibu sebagai pengasuh
utama harus menanggung beban ekonomi secara mandiri, bahkan tidak jarang
bergantung pada bantuan keluarga besar. Pengabaian nafkah materiil tersebut
berdampak langsung pada terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan berpengaruh
terhadap kualitas hidupnya.

Kedua, pengabaian nafkah non-materiil. Nafkah non-materiil meliputi
perhatian, kasih sayang, bimbingan, serta keterlibatan ayah dalam kehidupan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah perceraian, sebagian ayah cenderung

%\Wawancara dengan tokoh agama Kampung Alur Selebu, 2025.
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menarik diri dari kehidupan anak dan membatasi interaksi dengan alas an konflik
dengan mantan pasangan atau kesibukan pribadi. Anak jarang diajak berkomunikasi,
tidak dilibatkan dalam aktivitas bersama, dan kehilangan sosok ayah sebagai tempat
berbagi dan berlindung. Pengabaian jenis ini seringkali tidak disadari sebagai bentuk
pelanggaran tanggung jawab, padahal dampaknya sangat besar terhadap
perkembangan kepribadian anak.

Ketiga, pengabaian psikologis. Pengabaian ini tercermin dari sikap acuh tak
acuh ayah terhadap kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Tidak adanya
komunikasi yang intens antara ayah dan anak menyebabkan anak merasa diabaikan,
tidak diperhatikan, dan kehilangan rasa aman. Beberapa informan menyampaikan
bahwa anak menunjukkan perubahan perilaku setelah perceraian, seperti menjadi
pendiam, mudah marah, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pengabaian psikologis memiliki pengaruh signifikan terhadap
stabilitas emosional anak.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah pasca
perceraian tersebut menyebabkan anak kehilangan figur ayah tidak hanya sebagai
pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung. Hilangnya
peran ayah dalam berbagai aspek kehidupan anak berpotensi menimbulkan dampak
jangka panjang terhadap pembentukan karakter dan masa depan anak.

Analisis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam yaitu : Berdasarkan temuan
di atas, dapat dianalisis bahwa pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, yaitu:

a. Prinsip amanah, karena anak adalah titipan yang wajib dijaga
b. Prinsip keadilan (al-‘adl), karena hak anak tidak terpenuhi
c. Prinsip maslahah, karena tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ayah terhadap anak
tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Oleh karena itu, pengabaian tersebut
dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum Islam dan

hukum positif.
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Dengan demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi
hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat belum berjalan secara optimal, sehingga
diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan norma yang lebih
efektif.

C. Analisis Pandangan Hukum Keluarga Islam dan KHI terhadap
Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Pasca PerceraianYang Terjadi Di
Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh

Tamiang.

Fenomena pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian
di Kampung Alur Selebu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial
dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum keluarga Islam
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, analisis dilakukan untuk
menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum yang ada.

1. Pandangan Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab ayah terhadap anak
merupakan kewajiban yang bersifat tetap (1a yaztl) dan tidak gugur akibat
perceraian. Hal ini disebabkan karena hubungan antara ayah dan anak didasarkan

pada nasab, bukan pada keberlangsungan perkawinan.

Al-Qur’an secara tegas menempatkan ayah sebagai penanggung jawab utama
nafkah anak, sebagaimana dalam QS. al-Bagarah ayat 233 yang menyatakan bahwa
ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak secara patut. Selain itu, hadis
Nabi juga menegaskan bahwa seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarganya dan

akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengabaian tanggung jawab ayah yang
terjadi di Kampung Alur Selebu—baik dalam bentuk tidak memberikan nafkah,
kurangnya perhatian, maupun tidak terlibat dalam pengasuhan—ijelas bertentangan

dengan prinsip dasar hukum Islam, yaitu :
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a. Prinsip amanah, karena anak adalah titipan Allah yang wajib dijaga
b. Prinsip keadilan (al-‘adl), karena hak anak tidak terpenuhi

c. Prinsip maslahah, karena tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Dalam perspektif fikih, tindakan ayah yang mengabaikan kewajibannya dapat
dikategorikan sebagai kelalaian (tagsir) terhadap amanah yang dibebankan
kepadanya. Bahkan, ulama menegaskan bahwa pengabaian nafkah anak merupakan
perbuatan yang dapat menimbulkan dosa karena merugikan pihak yang lemah, yaitu

anak.

Dengan demikian, praktik yang terjadi di Kampung Alur Selebu
menunjukkan adanya penyimpangan dari norma hukum keluarga Islam, di mana

ayah tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia secara tegas
mengatur kewajiban ayah terhadap anak, termasuk setelah perceraian. Beberapa

ketentuan penting dalam KHI antara lain:

a. Pasal 80 ayat (4): menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.
b. Pasal 105 huruf (c): menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi

tanggung jawab ayah meskipun hak asuh berada pada ibu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa:

a. Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah
b. Nafkah anak merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar moral

c. Negara memberikan legitimasi terhadap perlindungan hak anak

Dengan demikian, pengabaian tanggung jawab ayah yang terjadi di Kampung
Alur Selebu merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, karena tidak sesuai

dengan ketentuan KHI.
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3. Analisis Kesesuaian antara Praktik dan Norma

Jika dibandingkan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam

dan KHI, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan, yaitu:

1. Secara normatif, hukum Islam dan KHI telah mengatur secara jelas kewajiban
ayah

2. Secara empiris, banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban tersebut

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada

kekurangan norma, tetapi pada:

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
b. Lemahnya kontrol sosial

c. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban nafkah

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum
belum sepenuhnya efektif sebagai alat pengendalian sosial (law as a tool of social

control).
4. Implikasi Hukum dan Sosial

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan KHI, pengabaian tanggung
jawab ayah memiliki beberapa implikasi:

a. Implikasi Hukum
(@) Ayah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas nafkah anak
(b) Pengabaian dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak

(c) Secara normatif, dapat diajukan gugatan nafkah melalui pengadilan agama

b. Implikasi Sosial
(@) Melemahnya fungsi keluarga sebagai institusi perlindungan anak
(b) Meningkatnya beban ibu sebagai pengasuh tunggal

(c) Munculnya masalah sosial akibat kurangnya perlindungan anak
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5. Analisis Kritis

Fenomena di Kampung Alur Selebu menunjukkan bahwa implementasi
hukum keluarga Islam masih bersifat formalistik, belum menyentuh kesadaran
substantif masyarakat. Padahal, dalam Islam, hukum tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan. Dengan demikian,

diperlukan:

a. Peningkatan edukasi hukum keluarga Islam
b. Peran aktif tokoh agama dan aparatur gampong

c. Penguatan mekanisme penegakan hukum

Agar prinsip perlindungan anak tidak hanya menjadi norma, tetapi juga

menjadi realitas sosial.

C. Pendapat Ulama Tentang Tanggung Jawab Ayah Pasca Penceraian
Para ulama dari berbagai mazhab fikih sepakat (ijma‘) bahwa kewajiban ayah
terhadap nafkah dan pemeliharaan anak tidak gugur karena terjadinya perceraian.
Perceraian hanya memutus hubungan suami-istri, bukan hubungan nasab antara ayah
dan anak. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai
batas waktu dan detail pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut.
a. Mazhab Hanafi
Mazhab Hanafi menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah
secara mutlak selama anak belum mampu mandiri secara ekonomi, tanpa melihat
siapa yang memegang hak asuh (hadhanah).®® Menurut ulama Hanafi:
(@) Anak laki-laki berhak menerima nafkah dari ayah hingga ia balig dan mampu
bekerja.
(b) Anak perempuan berhak menerima nafkah hingga ia menikah, karena setelah
menikah tanggung jawab nafkah beralih kepada suaminya.®’
Mazhab Hanafi juga menegaskan bahwa hak asuh yang berada pada ibu tidak
menggugurkan kewajiban nafkah ayah. Ayah tetap bertanggung jawab atas biaya

hidup, pendidikan, dan kebutuhan anak, meskipun anak diasuh sepenuhnya oleh

% Al-Kasani, Bada'i* al-Sand’i* filartib al-Shara’i (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), jil. 4.
9 Ibn ¢Abidin, Radd al-Muktar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar al-Fikr), jil. 3.
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ibu.”

Pandangan ini bertentangan dengan praktik sebagian ayah pasca perceraian
yang menganggap kewajiban nafkah gugur karena anak berada dalam pengasuhan
ibu. Dalam perspektif Hanafi, alas an tersebut tidak memiliki dasar syar‘i, karena
nafkah adalah konsekuensi dari hubungan nasab, bukan dari hak asuh.

b. Mazhab Syafi‘i

Mazhab Syafi‘l yang dominan dianut di Indonesia, termasuk Aceh
menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah hingga anak balig dan
mampu mencari nafkah sendiri.*® Imam al-Syafi‘i menempatkan nafkah anak sebagai
nafkah wajib (nafagah wajibah) yang tidak boleh ditunda atau diabaikan, selama
ayah memiliki kemampuan finansial. Adapun rinciannya:

(@) Anak laki-laki: nafkah wajib diberikan sampai ia balig dan mampu bekerja.

(b) Anak perempuan: nafkah wajib diberikan hingga ia menikah, kecuali jika ia
telah mampu mandiri secara ekonomi. Namun, selama anak perempuan
belum menikah dan belum mandiri, kewajiban ayah tetap berlaku.'®

Dalam konteks penelitian di Kampung Alur Selebu, anak-anak dari tujuh
keluarga informan sebagian besar masih berada di bawah usia balig atau telah balig
namun belum memiliki kemampuan ekonomi. Dengan demikian, menurut mazhab
Syafi‘i, para ayah tersebut secara syar‘i masih memikul kewajiban penuh untuk
menafkahi anak-anak mereka, meskipun terjadi perceraian.

c. Mazhab Maliki dan Hanbali

Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang relative sejalan
dengan mazhab Syafi‘i. Kedua mazhab ini menegaskan bahwa nafkah anak adalah
hak anak dan kewajiban ayah hingga anak dewasa dan mampu mandiri.’®* Mazhab
Maliki secara khusus menekan kan bahwa:

(@) Nafkah anak merupakan hak yang dapatdituntut secara hukum.
(b) Apabila ayah lalai atau menolak memberikan nafkah, ibu atau wali anak
berhak mengajukan gugatan kepengadilan agar nafkah ditetapkan secara

paksa.'%?

%| Ibn ‘Abidin, Radd al-Muktar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar al-Fikr), jil. 3.
% Al-Nawawi, al-Majmii * Sharh al-Muhadhdhab (Beirut: Dar al-Fikr), jil. 18.

100 Al-Nawawi, al-Majmii *, jil. 18.

% 1bn Qudamah, al-Mughni (Kairo: Dar al-Hadith), jil. 11.

192 Al-Dardir, al-Sharp al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr), jil. 2.
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Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih Islam tidak hanya memuat norma
moral, tetapi juga membuka ruang penegakan hukum demi melindungi hak-hak anak.

d. Konsensus Ulama (Ijma‘)

Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian teknis, para ulama dari seluruh
mazhab sepakat pada prinsip-prinsip berikut:

(@) Ayah memiliki tanggung jawab utama atas nafkah anak, yang mencakup
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan
kesehatan.

(b) Tanggung jawab tersebut tidak gugur karena perceraian, karena hubungan
nasab antara ayah dan anak bersifat permanen dan tidak terputus oleh
putusnya perkawinan.

(c) Pengabaian nafkah anak termasuk perbuatan dosa besar, dan dalam konteks
hukum Islam maupun hukum positif, dapat menjadi dasar pengajuan gugatan
untuk penetapan nafkah secara paksa.

(d) Tanggung jawab ayah tidakterbatas pada nafkah material, tetapi juga
mencakup pendidikan agama, pembinaan moral, dan pembentukan karakter
anak.'®
Dengan demikian, pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tidak

hanya bertentangan dengan nilai keadilan sosial, tetapi juga bertentangan denganp
rinsip-prinsip dasar syariat Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama fikih dari
berbagai mazhab.

e. Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil yang digunakan
sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan
perkara-perkara keluarga Muslim. KHI mengatur secara rinci tentang tanggung

jawab orang tua terhadap anak, termasuk dalam kondisi perceraian.
(1) Pasal 41 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa baik ibu
maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-

anaknya meskipun perkawinan telah berakhir karena perceraian. Penggunaan kata

193 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-IslamiwaAdillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr), jil. 10.
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“tetap” dalam pasal ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak
bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh putusnya ikatan perkawinan.
Kewajiban tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kewajiban memelihara
(hadhanah) yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak seperti pangan,
sandang, dan kesehatan, serta kewajiban mendidik (tarbiyah) yang meliputi
pendidikan formal, pendidikan agama, pembentukan moral, dan pembinaan karakter
anak. Pasal ini juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban tersebut harus
dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest
of the child), sehingga kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan
pribadi orang tua. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah maupun nafkah
anak, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan yang

paling menguntungkan bagi anak.

Dalam konteks kasus di Kampung Alur Selebu, temuan penelitian
menunjukkan bahwa Kketujuh ayah yang menjadi subjek penelitian tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) KHI. Para
ayah tersebut tidak memberikan nafkah yang layak dan berkelanjutan, serta tidak
berperan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan moral kepada anak-anak
mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak tidak dijadikan sebagai
prioritas utama, melainkan digantikan oleh kepentingan pribadi ayah untuk
melepaskan diri dari tanggung jawab pasca perceraian.

(2) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 KHI mengatur secara tegas mengenai pembagian hak asuh anak
dan tanggung jawab pembiayaan setelah terjadinya perceraian. Dalam pasal ini
ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12
tahun merupakan hak ibunya, sedangkan bagi anak yang telah mumayyiz, hak
pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau
ibunya. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, Pasal 105 huruf (c) dengan tegas
menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.
Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara hak asuh dan
kewajiban nafkah, di mana ayah tetap memikul kewajiban financial meskipun anak

berada dalam pengasuhan ibu. Hal ini sejalan dengan prinsip figh Islam yang
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menetapkan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah.

Frasa ‘biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” menunjukkan
kewajiban yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar-tawar. Biaya pemeliharaan
tersebut mencakup seluruh kebutuhan anak, termasuk kebutuhan makan dan minum,
pakaian, tempat tinggal, pendidikan formal, layanan kesehatan, serta kebutuhan lain
yang menunjang tumbuhkembangan aksecara optimal. Namun, dalam kasus di
Kampung Alur Selebu, meskipun seluruh anak, bagi perempuan berumur 16 Tahun
dan laki-laki masih berusia di bawah 19 tahun dan sebagian besar belum mumayyiz
serta berada dalam pengasuhan ibu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a), para ayah
tidak melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 105
huruf (c). Nafkah anak tidak diberikan sama sekali atau hanya diberikan secara tidak
teratur dan dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga ketentuan pasal ini tidak

terlaksana secara efektif di lapangan.
(3) Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf (d) KHI mengatur akibat hukum dari putusnya perkawinan
karena perceraian dengan menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas seluruh
biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Penggunaan kata “semua” dalam pasal ini
menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah bersifat menyeluruh dan mencakup
seluruh kebutuhan anak tanpa pengecualian. Kewajiban tersebut meliputi aspek
pemeliharaan fisik maupun pendidikan intelektual dan spiritual anak. Pasal ini juga
memberikan pengecualian terbatas, yaitu apabila ayah dalam kenyataannya tidak
mampu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Namun, ketidakmampuan
tersebut harus dibuktikan dan ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama, bukan
berdasarkan klaim sepihak dari ayah. Dalam kondisi demikian, pengadilan dapat
menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan anak sesuai dengan

kemampuan ekonominya.

Dalam kasus yang diteliti di Kampung Alur Selebu, tidak terdapat satu pun
perkara yang melibatkan penetapan pengadilan terkait nafkah anak. Seluruh ibu
menanggung biaya pemeliharaan anak secara mandiri tanpa adanya putusan
pengadilan yang menyatakan bahwa ayah tidak mampu atau bahwa ibu wajib ikut

memikul biaya tersebut. Beberapa ayah mengklaim tidak mampu secara finansial,
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namun klaim tersebut tidak pernah diverifikasi melalui mekanisme hukum. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwa alasan ketidakmampuan sering kali digunakan sebagai
dalih untuk menghindari tanggung jawab, meskipun secara nyata ayah masih

memiliki kemampuan ekonomi.
(4) Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 huruf (d) KHI secara khusus mengatur kewajiban bekas suami
apabila perkawinan putus karena talak, yaitu kewajiban memberikan biaya hadhanah
kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Penetapan batas usia 21
tahun menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah tidak berhenti pada usia baligh,
melainkan diperpanjang hingga anak dianggap cukup matang dan mandiri secara
sosial dan ekonomi. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum modern yang
mempertimbangkan kebutuhan anak untuk menyelesaikan pendidikan dan

mempersiapkan kemandirian hidup.

Dalam konteks Kampung Alur Selebu, seluruhanak yang menjadi subjek
penelitian masih berada di bawah usia 21 tahun, dengan rentang usia mayoritas
antara 8 hingga 16 tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) KHI,
para ayah masih memiliki kewajiban hukum penuh untuk memberikan biaya
hadhanah kepada anak-anak mereka. Namun, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan,

sehingga menunjukkan pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan KHI.
f. Kesimpulan Analisis Berdasarkan KHI
(@) Pasal 41 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengatur akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Pasal ini
menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pasal
ini menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak, kecuali apabila dalam kenyataannya bapak tidak mampu, yang
kemudian dapat ditetapkan oleh pengadilan agar ibu ikut memikul biaya tersebut.
Ketentuan ini menunjukkan konsistensi yang kuat dengan Kompilasi Hukum Islam,

terutama dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama serta
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menegaskan tanggung jawab ayah sebagai pihak utama dalam pembiayaan anak.

Dalam kasus di Kampung Alur Selebu, pengabaian tanggung jawab ayah
jelas melanggar ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan. Namun, sebagaimana halnya
dengan KHI, ketentuan ini tidak efektif diterapkan karena lemahnya penegakan
hukum, tidak adanya mechanism pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban

nafkah, serta persepsi masyarakat bahwa proses pengadilan terlalu rumit dan mahal.
(b) Pasal 45 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan

Pasal 45 UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini tidak
hanya bersifat minimal, tetapi menuntut upaya maksimal demi perkembangan anak.
Pasal ini juga menyatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah
atau mampu berdiri sendiri secara ekonomi, dan kewajiban tersebut tetap berlaku
meskipun perkawinan orang tua telah putus. Dengan demikian, perceraian sama
sekali tidak dapat dijadikan alas an untuk menghapus tanggung jawab orang tua
terhadap anak.

Dalam penelitian di Kampung Alur Selebu, anak-anak yang diteliti belum
menikah dan belum mampu berdiri sendiri, sehingga kewajiban ayah menurut Pasal
45 masih sepenuhnya berlaku. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut tetap

diabaikan.
(c) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan
tanggung jawab orang tua secara komprehensif, meliputi kewajiban mengasuh,
memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
bakat dan minat nya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang
tuatidakhanyaterbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup

kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis anak.

Dalam kasus Kampung Alur Selebu, ayah-ayah yang diteliti terbukti
melanggar hampir seluruh aspek kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat
(1). Mereka tidak hadir secara fisik maupun emosional dalam kehidupan anak, tidak

memberikan nafkah yang memadai, tidak memberikan bimbingan pendidikan dan
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moral, serta tidak melindungi dan memfasilitasi perkembangananak secara optimal.
(d) Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap anak yang
mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau sosial. Penelantaran dalam konteks ini
mencakup tidak dipenuhinya kebutuhan dasar anak, baik berupa nafkah, pendidikan,

maupun perhatian yang layak.

Berdasarkan temuan penelitian, secara normatif para ayah yang mengabaikan
tanggung jawab terhadap anak-anak mereka dapat dikenakan sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 77. Pengabaian tersebut dilakukan secara sadar dan
menyebabkan penderitaan nyata bagi anak. Namun, tidak satu pun kasus dilaporkan
kepada aparat penegak hukum karena keterbatasan pengetahuan hukum, stigma
sosial, serta anggapan bahwa permasalahan tersebut merupakan urusan keluarga

semata.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai
tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif fikih dan
hukum positif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan
masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di
Kampung Alur Selebu meliputi pengabaian nafkah materiil, pengabaian
perhatian dan kasih sayang (non-materiil), serta pengabaian aspek psikologis
anak. Pengabaian ini menunjukkan bahwa banyak ayah belum menjalankan
kewajibannya secara menyeluruh terhadap anak setelah perceraian.

2. Implementasi tanggung jawab ayah pasca perceraian dalam praktik social
menunjukkan masih adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas di
masyarakat. Sebagian ayah mengabaikan kewajiban nafkah dengan alas an
anak berada dalam pengasuhan ibu. Praktik ini bertentangan dengan
ketentuan fikih maupun hukum positif, serta berdampak negatef terhadap
pemenuhan hak-hak dasar anak, baik secara material maupun psikologis.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab ayah
terhadap anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang bersifat hukum
dan moral, yang pelaksanaan nya harus dijamin demi kepentingan terbaik

bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Bagi para ayah, hendaknya menyadari bahwa tanggung jawab terhadap anak
tidak berakhir dengan perceraian. Kewajiban nafkah, pendidikan, dan
pembinaan moral anak merupakan amanah agama dan kewajiban hukum

yang harus dilaksanakan secara konsisten.
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2. Bagi ibu atau wali anak, disarankan untuk lebih memahami hak-hak anak
menurut hukum Islam dan hukum positif, serta tidak ragu menempuh jalur
hukum apabila ayah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.

3. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agama, diharapkan dapat
memperkuat penegakan hukum terkait nafkah anak pasca perceraian,
termasuk melalui penetapan nafkah yang efektif dan mekanisme pengawasan
pelaksanaannya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan
dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan Kkajian empiris
komparatif di berbagai daerah, atau dengan menelaah efektivitas putusan
pengadilan agama dalam menjamin pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek psikologis dan

social anak sebagai dampak dari pengabaian tanggung jawab ayah.

Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, diharapkan dapat memperkaya
khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan hak-hak

anak pasca perceraian.
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